
1. Undang-Undang Nomor8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang
Undang Darurat Nomor3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat IIDiKalimantan (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah
Tabalong Jaya Persada, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan ModalDasar
kepada Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada
Tahun 2019;

Mengingat

Menimbang

PELAKSANAAN PENAMSAHAN PENYERTAAN MODAL DASAR
KEPADAPERUSAHAANUMUMDAERAHTABAWNGJAVAPERSADA

TAHUN2019

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA

SUPATI TABAWNG,

TENTANG

SUPATI TABAWNG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

PERATURANBUPATITABAWNG
NOMOR 029 TAHUN2019

SALINAN



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Admini strasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diu bah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5261);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 6173);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara.
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun
1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong
Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. KepalaDaerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal

daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau pemanfaatan
modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan.

5. Penyertaan ModalDaerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah berupa
uang danjatau barang milik daerah pada Badan Usaha MilikDaerah dengan
mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modalj saham.

Pasal 1

PERATURANBUPATITENTANGPELAKSANAANPENAMBAHAN
PENYERTAANMODALDASARKEPADAPERUSAHAANUMUM
DAERAHTABALONGJAYAPERSADATAHUN2019.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tabun 2017 Nomor02);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah
Tabalong Jaya Persada (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabuaten Tabalong Nomor 14 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
TabalongTahun 2018 Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kabuaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 8elanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor05);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2018 Nomor43), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor43 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019
Nomor 17);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2019 Nomor24);

3



BERITADAERAHKABUPATENTABAWNGTAHUN2019 NOMOR 30

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

Oiundangkan di Tanjung
pada tanggal 02 b-tlo.A.tr ~~

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTABAWNG,

f~cr

BUPATITAijAIfNG, ),

.feet.
ANANGSYAKHFIANI 4L

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal4

Mekanisme atau prosedur pencairan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
Penambahan Penyertaan Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah Tahun 2019 pada
Perumda Tabalong Jaya Persada dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal3

(1)- Penyertaan modal dasar yang berasal dari Pemerintah Daerah pada Perumda
Tabalong Jaya Persada sampai dengan Tahun 2019 sebesar
Rp. 6.000.000.000,00 (enam.milyar rupiah).

(2) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2019
dilakukan pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Dasar oleh
Pemerintah Daerah pada Perumda Tabalong Jaya Persada sebesar
Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

(3) Dengan adanya pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah seluruhnya Penyertaan
Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah pada Perumda Tabalong Jaya Persada
sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

Pasa12

6. Penambahan Penyertaan Modaladalah nilai yang menambahkanjumlah modal
daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak
ke tiga dengan suatu imbalan tertentu.

7. Perusahaan Umurn Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah SUMO
yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi .atas saham.

8. Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada yang selanjutnya disebut
Perumda Tabalong Jaya Persada adalah Perusahaan Umwn Daerah yang
didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12Tahun
2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada.
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Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal ",J tj~~" oW!J


